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BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :4. bahwa permohonan akses telekomunikasi dan informasi
melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi
dan Informasi adalah salah satu aplikasi yang digunakan
sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari
Kementerian fl*mbagalPemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan penyediaan akses internet, penyediaan
base transceiuer station (BTS), dan/atau kebutuhan
telekomunikasi lainnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Halmahera Barat tentang Pengelola Perrrrohonan Akses
Telekomunikasi Dan Informasi Melalui Aplikasi pada
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Infromasi.

Undang-undang Nomor 6O tahun 1958 tenang penetapan

undang-undang Nomor 23 Darurat tahun 1957 tentang
pembentukan daerah-daerah swantara taingkat II dalam
wilayah daerah swantara tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang perubahan
atas undalg-undang nomor 46 tahun L999 tentang
pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halrnahera Selatan, Kabupaten 'Kepulauan Sula,
Kabupaten Halrnahera Timur dan Kota fidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
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5. undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi trlektronik sebagaimana diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2AL6;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur
Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2O tentang
Cipta Keda;
Peraturan Pemerintah I'{omor 38 Tahun 2AA7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 6L Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun '2017

tentang Pedoman Pengelolaan Peiayanan Informasi dan
Dokumentasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 5
Tahun 2A'22 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O'23;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 202'2
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

Surat Usulan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persaldian
Kabupaten Halmahera Barat Nomor A991129/KOMINFO-
}JBIIX/2023 Tanggal 19 September 2A23 Perihal Permohonan
Penerbitan SK Bupati tentang Pendaftaran Organisasi
Pengelola Perrnohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi
Melalui Aplikasi Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan
Informasit

MEMU?USKAN

KEPUTUSAN BUPATI TIAIMAHtrRA BARAT TBNTANG

PBNDAFTARAN ORGANiSASI PBNGELOLA PERMOHONAN
AKSBS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MBLALUI
APLIKASI PADA BADAN AKSBSIBILITAS TtrLtrKOMUNIKASI
DAN INFORMASI.

Menugaskan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komin1b,
Statistik dan Persandian Kabupaten Halrnahera Barat sebagai
penanggung jawab dan pengeioia otorisasi permohonan akses
telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
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Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses
telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU tertuang datam l,ampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati Hnlmahera Barat ini.

Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses
telekomunikasi dan inforrnasi melalui aplikasi pada Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA bertugas dan bertanggung
jawab:
a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau

prasarana telekomunikasi melalui per:nohonan akses
telekomunikasi dan inforrnasi melalui aplikasi pada Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;

b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana danl atau prasarana
telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan

c. memastikan dan menjamin lokasi yang diusulkan untuk
memperoleh sarana danlatau prasarana telekomunikasi
dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
belum terdapat sarana dan/atau prasa,rana sejenis,
termasuk memastikan dan menjamin keabsahan data dan
informasi sehubungan dengan lokasi tersebut.

Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses
telekomurrikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana
dimaksud. datam diktum KEDUA wajib melaporkan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum
Ketiga secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada

latasan penarlggurtg jawabl atau pihak lain yang memiliki
wewenang terhadap hal tersebut.

Seluruh braya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
penanggung jawab dan pengelola otorisasi melalui aplikasi
pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

Penugasan penanggung jawab dan pengelola otorisasi
permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui
aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan
Informasi berdasarkan Keputusan Bupati Hal-mahera Barat irri
berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Bupati Halmahera Barat dapat melakukan pergantian
penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses
telekomunikasi dan inforurasi melalui aplikasi pada Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Inforrnasi berdasarkan
Keputusan Bupati Halrnahera Barat yang d.isebabkan hal-hal
sebagai berikut:



KEDtrLAPAN

SBMBILAN

KESEPULUH

-4-

1. pensiun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;

2. telah mengundurkan diri dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

3. Dipindahkan atau mendapatkan rotasi jabatan; atau
4. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan penanggung jawab

dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi
dan informasi melalui apiikasi pada Badan Aksesibilitas
Telekomunikasi dan Informasi tidak dapat melaksanakan
tuga dan tanggung jawabnya berdasarkan Keputusan ini.

Perpanjangan dan/atau pergantian sebagaimana dimaksud
pada diktum KtrENAM dan KBTUJUH dilakukan dengan
pemberitahuan terlebih dahulu melalui aplikasi pada Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi oleh Bupati
Halmahera Barat.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibetrankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A23.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada Tanggal : ,a\ ,16l0(>en 2023

Jabatan Prr:^t

Sekretaris Daerah /*/
Asisten.Bid. Adm Umum {/ 

ru,{l
Kadis Kominfo, Statistik &
Persandian $
Kepala Bagral Hukum & Orgs

Temhusan disampalkan kepada Yth t

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepaia BPKD Kab.Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutal untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BARAT,

/r;'1,
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TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHBRA BARAT
NOMOR 'l+A1xWS1x /2023
TANGGAL :\ Ot<faBER 2A23

: PBNANGGUNG JAWAB DAN PENGBLOLA ORGANISASI DALAM
RANGKA PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMASI MtrLALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS
TTLBKOMUNIKASI DAN INFROMASI

IYo. Nama lYIP Jabatan Pokok
Jabatan
Dalam
Tim

Unit Kerja

1 SAHMI SALIM, SH., MH 198005272003 12 1010

Kepala Diaas
Kominfo, Statistik

dan Persandian Kab.
Halmahera Barat

Penanggung
Jaq,-ab

Dinas Kominfo,
Statistik &
Persandian
Kabupaten

Halmahera Barat

2 IKRAM AWAM, ST 19800704201 10 1 1006

Kepala Bidang
Penyelenggaraan e-

Goverment
Dinas Kominfo
Statlstik dalr
Persandian
Kabupaten

Halmahera Barat

Pengelola
0torisasi

Dinas Kominfo,
Statistik &
Persandian
Kabupaten

Halmahera Barat

Asisten.Bid. Adm. Umum

Kepala Bagian Hukum & Orgs

BARAT,

Kadis Kominfo, Statistik &
Persandian

JAMES UANG
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